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Abstract 
[bookmark: _c6fs0u56oj5c]The phenomenon of the rise of online application-based transportation is currently widely circulating in society, even online motorcycle taxis have emerged based on sharia. This is expected to be able to meet the needs of the community for public transportation that still upholds sharia principles, but the partnership agreement between the Nujek application provider and partners is very vulnerable to problems and legal risks. This study aims to analyze how the Sharia Economic Law reviews the form of cooperation between the Nujek application provider and partners. This research method uses empirical juridical, using a qualitative approach. The results of this study indicate that the form of cooperation between the Nujek application provider and partners is a form of partnership, which when viewed from Sharia Economic Law, is included in the category of syirkah 'inan. However, in practice, syirkah 'inan with partners still has weaknesses. Because Nujek is not responsible for the risks that will occur and does not provide guarantees to partners. so that from the perspective of Sharia Economic Law, the syirkah agreement in the Nujek cooperation with partners is declared fasid (damaged), then the syirkah cannot be carried out before the cause of the fasid is eliminated.
Keywords: Sharia Economic Law, Syirkah, Nujek.     

Abstrak
[bookmark: _vfv7zxrt0sc]Fenomena maraknya transportasi berbasis aplikasi online saat ini banyak beredar di masyarakat, bahkan muncul ojek online biasa dengan berbasis syariah. Hal ini diharpakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada sarana transportasi umum yang tetap mejunjung tinggi prinsip syariah, namun perjanjian kerjasama kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitra sangat rentan dengan masalah dan resiko pada hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Nujek dengan mitra. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kerja sama antara penyedia aplikai Nujek dengan mitra adalah bentuk kemitraan, yang jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, termasuk kategori syirkah ‘inan. Akan tetapi dalam praktiknya syirkah ‘inan dengan mitra masih terdapat kelemahan. Sebab Nujek tidak bertanggung jawab atas resiko-resiko yang akan terjadi dan tidak memberi jaminan terhadap mitra. sehingga prespektif Hukum Ekonomi Syariah, akad syirkah dalam kerjasama Nujek dengan mitra dinyatakan fasid (rusak), maka syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah, Nujek.

Pendahuluan
[bookmark: _69sym39wnkp4]Semakin banyak jumlah layanan transportasi berbasis aplikasi saat ini yang beredar di masyarakat. Munculnya ojek berbasis syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi umum yang tetap mejunjung tinggi prinsip syariah. Nujek (Nusantara Ojek) adalah aplikasi ojek online buatan santri Nahdlatul Ulama atau NU yang mulai diluncurkan pada tahun 2019 (Putri et al., 2022). Keunggulan Nujek dibandingkan dengan ojek online lainnya adalah fitur memilih driver pria atau wanita. Fitur tersebut sangat cocok bagi umat Islam yang tidak ingin berkendara bersama driver yang bukan mahram mereka. Jika anda adalah wanita, anda dapat memilih diantar atau dijemput oleh driver wanita, begitu pula sebaliknya(MUBAROK, 2019). Dengan begitu, anda dapat meminimalisir sentuhan dengan mereka yang bukan mahram selama berkendara. Hal tersebut sesuai dengan adab dalam agama Islam yang memberikan batasan interaksi antara lawan jenis yang bukan mahramnya (nujek.id). 
Secara yuridis Nujek hanya sebatas Penyedia Aplikasi, Nujek tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Selain itu pada Nujek juga menyertakan bahwa Nujek tidak memberikan jaminan atau garansi apabila terjadi resiko-resiko yang timbul dan tidak memberikan hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan (https://www.nujek.id/ketentuan layanan). Menurut keterangan dari beberapa mitra Nujek menjelaskan bahwa pihak Nujek tidak mengetahui apapun kendala mitra saat di jalan setelah verifikasi pendaftaran akun di setujui (Joko Santoso dan Miftakhul Bakhi, wawancara, 2022). 
Salah satu bentuk muamalah yang paling fenomenal dari dulu sampai sekarang adalah syirkah (Berutu, n.d.). Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna adaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan. Secara bahasa, syirkah berarti al-ihtilah (penggabungan atau pencampuran) (Malinda, 2019). Menurut ulama Hanafiyah, syirkah secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian yang dibagi bersama (Azzam, 2022). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Musanna, 2022). Pasal 137 menjelaskan bahwa kerja sama dapat dilakukan antara dua belah pihak  pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha Bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian yang sama (Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2008). 
Akad Syirkah ini diperbolehkan menurut ulama fiqih berdasarkan Al-Qur’an yaitu Q.S Shad ayat 24 dan Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist qudsi yang memperbolehkan akad Syirkah yang artinya; “Dari Abu Hurairah, ia me rafa’kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluarkan dari antara Keduanya.” (H.R Abu-Dawud). Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut Hanafiyah berpendapat bahwaa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah (ijab dan qabul) alasannya karena shighah merupakan sebab terwujudnya akad. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada 4, yaitu shighah, dua orang yang melakukan transaksi (‘aqidan), dan objek yang ditransaksikan (al-ma’qud’alaih) (Murizal et al., 2021). Dalam KHES Pasal 165 Syirkah Mufawwadhah adalah Kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian yang sama. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VI tentang syirkah pasal 134 -135 berisi bahwa syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan dan syirkah wujuh. Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Berikut merupakan macam-macam syirkah yang dapat dilakukan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Saputra & Maulana, 2021). 
Penelitian terdahulu Penelitian Sari, R., & Sastrawati, N. (2021). Sistem kemitraan perusahaan transportasi online Grab dalam perspektif hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Penelitian ini menganalisis sistem kemitraan antara Grab dan driver dalam perspektif hukum Islam. Ditemukan bahwa kemitraan tersebut masuk dalam kategori syirkah 'inan, namun terdapat ketidaksesuaian dengan syarat musyarakah, seperti adanya gharar dan kecurangan dalam praktiknya (Sari & Sastrawati, 2021).
Alda Kholijah dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi GoFood (2014/2015), mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mitra driver Gojek ketika terjadi pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen dalam layanan GoFood. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah pandangan hukum Islam terhadap tindakan pembatalan sepihak tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para informan. Sumber data utama berasal dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit melindungi driver Gojek sebagai pelaku usaha dari kerugian akibat pembatalan sepihak dalam transaksi GoFood yang berbasis online. Regulasi yang ada hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha secara umum. Dari perspektif hukum Islam, transaksi dalam layanan GoFood dikategorikan sebagai akad ijarah (akad sewa jasa), yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara pihak penyewa jasa (konsumen) dan pemberi jasa (driver). Oleh karena itu, pembatalan sepihak yang merugikan salah satu pihak—dalam hal ini driver—dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan secara syariah dan dianggap haram. (Kholijah, 2019). 
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anggamguna berjudul Tingkat Pengetahuan Pengendara Ojek Online Mengenai Pertolongan Pertama (First Aid) Trauma Muskuloskeletal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Jambi menyoroti sejauh mana pemahaman para pengendara ojek online terkait penanganan awal terhadap cedera muskuloskeletal akibat kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan cross-sectional, di mana data dikumpulkan dari 150 responden pengendara ojek online yang memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan pada Juni hingga Oktober 2021 di wilayah Kota Jambi dengan menggunakan kuesioner yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 26–35 tahun (41,3%), berjenis kelamin laki-laki (98,7%), memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK (91,3%), telah bekerja selama sekitar 18 bulan (74,7%), dan memiliki jam kerja harian selama 12 jam (76,0%). Dalam aspek pengetahuan, lebih dari separuh responden (54,0%) memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai pertolongan pertama, dan sebagian besar di antaranya (55,3%) memilih memberikan pertolongan langsung di lokasi kejadian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pengendara ojek online di Kota Jambi telah memiliki pemahaman yang baik tentang penanganan awal trauma muskuloskeletal, yang menunjukkan kesiapan mereka dalam memberikan bantuan pertama di tempat kejadian kecelakaan (Anggamguna et al., 2021).
Dari peneletian sebelumnya yang membahas mengenai ojek online belum ada pembahasan mengenai ketentuan layanan yang ada dalam ojek onlie. Khususnya membeicarakan malasah syirkah dengan model kemitraan dengan peyedia aaplikasi dalam prespektif hokum ekonoi syariah.

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris (Fikriani & Permana, 2022), dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada disertai dengan memadukan bahan-bahan hukum, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentarasi. Sedangkan sumber data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber baik dari artikel, literatur, jurnal, buku-buku, dan website situs internet yang berkaitan. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles and Huberman(Alifudin et al., 2020) dengan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Nujek dengan Mitra.

Hasil dan Pembahasan
Tinjauan Umum Tentang Akad Syirkah dalam Islam
 Konsep tentang Perjanjian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanjian akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih disebut perjanjian” (Roihan et al., 2020). Definisi perjanjian dalam pasal 1313 adalah: Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, Tidak tampak asas konsensualisme, Bersifat dualism (Sinaga, 2018). Suatu perjanjian akan sah bila ada empat syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu, Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal  (Samudra & Hibar, 2021). 
      Konsep Tentang Syirkah
Syirkah secara etimologi mempunyai arti percampuran (ikhlitath) (Pudjiraharjo & Muhith, 2019), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah Kerjasama antara dua orang attau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Pudjiraharjo & Muhith, 2019). Menurut terminologi para ulama fiqh mendefinisikan, sebagai berikut:
1) Menurut malikiyah: perkongsian adalah izin untuk  mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya yakni saling mengizinkan kepada salah satunya untuk  mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
2) Menurut Hanabilah:  perhimpunan adalah hak atau kewenangan atau pengelolaan harta (tasharruf).
3) Menurut Syafi’iiyah:  ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki duua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
4) Menurut Hanafiyah: ungkapaan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.
Pada intinya bahwa asy-syirkah atau musyarakah yang didefinisikan oleh para ulama fiqh hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Harahap & Rasyid, 2022). Dalam ketentuan umum Syirkah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 137 adalah Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukaan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan ataau kerugian dibagi sama (Ri, 2016). Jadi, kemitraan termasuk salah satu bentuk dari syirkah atau perikatan karena di dalam kemitraan itu juga tergabung dua orang atau lebih bercampur melakukan perikatan. Adapun dasar hukum syirkah adalah: 
Q.S Shad ayat 24:
وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ 
Artinya: “Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.
Q.S Al-Isra: 64:
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْۗ 
Artinya: “dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka.”
Akad syirkah di perbolehkan dalam sebuah hadist qudsi yakni :
عَنْ أَبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "قَالَ اللَّهُ تَعالى: أَنا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإذا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"
رَوَاهُ أبو داوُدَ وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud).
[bookmark: _2tn4yrjlhycq]Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VI tentang syirkah dalam pasal 134 dijelakan bahwa syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal dan syirkah abdan dan syirkah wujuh. Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dengan bentuk syirkah inan, syirkah mufawadhahh, dan syirkah mudharabah (Ri, 2016) 
1) Syirkah ‘inan
[bookmark: _k0ksy6fwsptm]Syirkah ‘inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan (Tuma’ninah, 2020). Menurut pasal 173 KHES dijelaskan syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau/ kerja. Pembagian keuntungan dan atau/ kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berrdasarkan kesepakatan. Nilai kerugian dalam kerusakan yang menjadi bukan karena kelalaian para pihak adalah syirkah ‘inan, wajib ditanggung secara proposional begitu juga dengan keuntungan. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Perkongsian ‘inan banyak dilakukan masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lainnya tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi (Sudarto et al., 2022).
2) Syirkah Mufawadah
Kompilasi hukum Ekonomi Syariah memberikan pengertian bahwa syirkah Mufawadah adalah Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah yang sama dan keuntungan dan kerugian dibagi sama (Islami, 2021). Syirkah Mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : 
a) [bookmark: _um1ez2tag8oa]Harta masing-masing persero harus sama
b) [bookmark: _6hft6q1oiq5v]Persamaan wewenang dalam membelanjakan 
c) [bookmark: _1gk327dhbpyn]Persamaan Agama
d) [bookmark: _7m077w4s81ou]Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan (Murizal et al., 2021).
[bookmark: _evyvrrww4d5x]Dengan demikian, syarat utama jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban kerugian atau hutang yang dibagi secara sama pula.
Konsep Implikasi Hukum
Implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu (Sugijanto & SH, 2021). Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hokum (Lim et al., 2020). Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Nujek juga mengeluarkan inovasi berupa layanan pengantaran obat. Inovasi ini dilakukan dengan menjalin kerjasama kepada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dalam bentuk layanan pengantaran obat kepada pasien. Dalam kerja sama ini Nujek dan pihak RSI juga membuat surat perjanjian berupa Surat Pernyataan Kemitraan Waktu tertentu. Surat pernyataan kemitraan waktu tertentu ini, juga memiliki implikasi bahwa jika dikemudian hari terdapat wanprestasi atau perselisihan antar kedua belah pihak maka kedua belah pihak dalam langkah pertama harus mengupayakan  penyelesaiaan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah mufakat telah ditempuh dan menemui jalan buntu, kedua belah pihak sepakat untuk membawa perselisihan tersebut kepada pengadilan untuk diputuskan seadil-adilnya. (Syakir Ilmi, wawancara, 2022).
Akad Perjanjian Kemitraan di Nujek
Nujek atau dikenal dengan Ojek Nusantara diluncurkan pada tahun 2019 sebagai layanan ojek online yang diciptakan oleh santri Nahdlatul Ulama (NU) (Pranabella & Puspasari, 2021). Aplikasi ini dibuat oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NU akan transaksi dan transportasi digital dan umat Islam secara keseluruhan (Wijaya & Wahyudi, 2021). Penggunaan nama Nujek ini bukan hanya berfokus pada kata NU atau Nahdlatul Ulama, namun kata NU disini lebih mengarah ke Nusantara, dengan maksud agar penggunaan dan manfaat aplikasi ini bisa menyeluruh di seluruh Nusantara untuk memajukan perekonimian umat di IndonesIa dan bisa go public (Fauzan, 2021). Keunggulan Nujek dibanding ojek online yang lain fitur memilih driver wanita dan pria, Nujek juga menerapkan tarif yang lebih hemat disbanding ojek online lainnya. Informasi tarif langsung terlihat sebelum konfirmasi pesanan. Keunggulan menjadi Driver Nujek:
a. Sistem bagi hasil yang menguntungkan driver, yaitu 85% untuk driver dan 15% untuk pengembang aplikasi.
b. Selama masa trial, driver   akan memperoleh saldo 50 ribu rupiah.
c. Driver juga bisa mendaftar pada Asset Partner dan Asset Provider. Asset partner adalah fitur yang ada di Nujek dimana para driver jika memiliki usaha seperti kedai, bengkel, guru ngaji, potong  rambut, tempat les (pelatihan), dan lain lain, bisa di daftarkan. Jadi para driver berpenghasilan tidak dari ojek saja. (Syakir Ilmi, wawancara, 2023).
Nujek Pekalongan Raya mengadakan Inovasi program pelayanan pengantaran obat. Setiap driver Nujek Pekalongan Raya memiliki hak memilih untuk mengikuti program tersebut atau tidak. Program inovasi pengantaran obat berjalan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, dan Nujek masih melakukan permohonan kerjasama di RSUD Bendan dan RSUD Kraton. Program pelayanan pengantaran obat di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan sudah berjalan pada akhir tahun 2021. Program ini sangat menguntungankan bagi para pihak yang terlibat, bagi driver, mereka memiliki job tambahan selain menjadi ojek online, bagi para pasien yang menggunakan jasa ini, tidak perlu mengantri berjam-jam di rumah sakit tinggal menunggu di rumah dan obat langsung datang, terlebih lagi sebelum mereka  mengantri obat, para pasien juga mengantri pemeriksaan dokter. Pasien hanya membayar tarif yang murah yaitu 3km pertama hanya Rp.8000,- Dan Rp.2000,- Untuk tarif 1km berikutnya.
Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Nujek dengan Mitra
Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bentuk Kerjasama antara Penyedia Aplikasi Nujek dengan Mitra.
Dalam hukum Islam memperbolehkan bermuamalah dengan menggunakan tulisan/mencatatnya. Adanya perjanjian tertulis dapat menjamin kepastian hukum para pihak dalam perikatan tersebut, sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282: 
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. (Q.S Al-Baqarah: 282.)
Surat perjanjian kemitraan dalam Nujek tidak tertera dalam Aplikasi atau saat mitra mendaftarkan diri, tidak terdapat kontrak atau perjanjian sebagaimana ojek online lainnya (Priyadi, 2019), seharusnya Nujek menyertakan ketentuan atau sebuah elektronik kontrak yang mengikat antara mitra dengan peneyedia aplikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah: 282. 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat Pasal 21 huruf a yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak, berbunyi: “Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau yang lain. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Pada saat wawancara dengan mitra, peneliti menanyakan tentang ketentuan yang ada pada website resmi Nujek, ternyata kebanyakan mitra tidak membaca ketentuan umum layanan Nujek, yang didalam ketentuan layanan terdapat hak dan jaminan yang di dapat mitra. (Miftakhul Bakhi, wawancara, 2022). Seharusnya Nujek menyertakan ketentaun layanan pada aplikasi saat mitra akan mendaftarkan diri menjadi driver, ketiadaan syarat dan ketentuan di aplikasi, seringkali membuat ketidaktahuan mitra terhadap apa yang menjadi kewajiban maupun hak yang bisa mereka peroleh. Atau terdapat surat penandataganan perjanjian kontrak sebelum mitra top up dan melakukan verifikasi data di kantor operator masing-masing kota. Jadi, jika adanya perjanjian tertulis maka dapat menjamin para mitra membaca syarat dan ketentuan yang jelas.  Dengan mitra mengetahui ketentuan - ketentuan yang di atur pada Nujek, hal itu menjadikan para mitra tidak timbul unsur terpaksa, mengetahui batasan-batasan yang harus ditaati oleh mitra, dan mengindari hal-hal yang merasa dirugikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan KHES Pasal 21 huruf a tentang kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap akad harus mengandung unsur ikhtiyari/sukarela agar terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau yang lain.
Perjanjian yang dilakukan perusahaan ojek online dengan mitra pada umumnya termasuk dalam perjanjian kemitraan. Menurut Hukum Islam Perjanjian kemitraan disebut dengan syirkah. Berdasarkan KHES pasal 20 angka (3) disebutkan bahwa syirkah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan serikat.
Berdasarkan kerjasama yang dilakukan Nujek dengan mitra, masing-masing pihak berpartisipasi dalam hal modal dan keahlian atau kerja. dalam KHES menyebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atas dasar proporsi modal. Dalam hal ini pihak Nujek menyertakan modalnya berupa penyedia aplikasi layanan, sedangkan mitra Nujek menyertakan modalnya berupa tenaga operasional dan motor sebagai alat pengemudi pengangkutan pelanggan. 
Kerjasama yang dilakukan Nujek dengan mitra, termasuk bentuk syirkah ‘inan, dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentu kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 173). Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi buka karena kelalaian para pihak dalam syirkah ‘inan, wajib ditanggung secara proposinal begitu juga dengan keuntungan. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 177). 
Dalam hal partisipasi kerja, pihak mitra mempunyai peranan penting yang paling besar dalam perjanjian tersebut. pihak mitra merupakan pihak terpenting dalam kegiatan layanan jasa online tersebut, yakni memberikan layanan jasa kepada para konsumen. Sedangkan pihak Nujek hanya menjadi penyedia aplikasi dan mengatur keuntungan dari layanan jasa dan ojek online tersebut. Adapun untuk pembagian keuntungan antara Nujek dengan mitra adalah sesuai presentase yang tertuang dalam website resmi Nujek. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 173 angka (2) menerangkan bahwa keeuntungan yang diperoleh dalam Syirkah ‘inan dibagi secara proposional. Namun, dalam website resmi Nujek ini keuntungan terbesar dimiliki oleh para mitra, hal tersebut terjadi karena pihak mitra merupakan pihak yang melakukan kegiatan layanan jasa pada aplikasi Nujek. Presentase pembagian tersebut adalah 15% adalah hak penyedia aplikasi yaitu Nujek, sedangkan 85% adalah hak mitra. Meskipun demikian pihak Nujek tidak dirugikan karena merupakan pihak yang hanya meruapakan penyedia aplikasi (Syakir Ilmi, wawancara, 2022). 
Dalam pendaftaran, ketiadaan surat perjanjian antara mitra dengan pihak Nujek menjadi beberapa mitra tidak mengetahui apa isi ketentuan yang harus di taati oleh mitra dan dituntut menyetujui ketentuan layanan yang berlaku pada laman website https://nujek.id/ketentuan_layanan.html. Sementara itu, pada ketentuan layanan poin Jaminan dan tanggung jawab berisi: 
“Kami tidak memberikan pernyataan, jaminan atau garansi kepada Anda terkait penggunaan Layanan dan Aplikasi. Anda mengakui dan menyetujui bahwa seluruh risiko yang timbul dari penggunaan Aplikasi dan Layanan oleh anda tetap semata-mata dan sepenuhnya ada pada anda dan anda tidak akan memiliki hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan”.
Dari pernyataan diatas, bahwa mitra tidak mendapat jaminan atau tanggung jawab dari pihak Nujek apabila terjadi hal-hal yang tidak di ketahui oleh mitra dikemudian hari, contoh terjadi cancel, secara tiba-tiba yang dilakukan oleh pelanggan pemesan makanan di restoran, yang sudah diverifikasi oleh mitra dan sudah diproses sesuai keinginan pelanggan, maka makanan yang sudah dipesan terpaksa mitra mengganti dan terpaksa dibeli. Contoh lain seperti kasus yang sempat viral di media sosial driver ojek online yang dibunuh oleh customernya dikawasan malang. Sementara itu, dalam KHES Pasal 177 angka (1) berisi bahwa Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah ‘inan, wajib ditanggung secara proporsional. Dalam hal itu, hal-hal yang tidak diketahui apa yang akan terjadi risiko-risiko dijalan yang ditanggung mitra, seharusnya menjadi pertimbangan oleh para penyedia Aplikasi Nujek.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam ketentuan layanan yang dibuat oleh Nujek secara sepihak dan terkesan mendeskriminasi mitra merupakan bagian dari resiko dari suatu pekerjaan. Menurut kaidah fikih bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko: 
اَ لْغُرْ مُ بِا لْغُنْمِ
“Resiko itu menyertai manfaat”
Maksud dari kaidah diatas adalah orang yang mendapatkan manfaat dari sesuatu berkewajiban menanggung beban dan biaya untuk keberlangsungannya yang sebanding dengan manfaat dan keuntungan (Aguswandi et al., 2015).

Analisis Implikasi Hukum Terhadap Bentuk Kerjasama antara Penyedia Aplikasi dengan Mitra
Ketiadaan Surat Perjanjian dalam Nujek, berimplikasi pada para pihak yang tidak terjamin kepastian hukumnya. Suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai alat bukti tertulis. Jika terdapat surat perjanjian atau kontrak Para pihak dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kendala dalam pekerjaannya. Berdasarkan Pasal 1338 KHUPerdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian berguna untuk mengatur hak dan kewajiban para pihaknya. Dengan demikian adanya suatu perjanjian atau kontrak maka para pihak dalam perjanjian tersebut akan terikat dengan aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya suatu perjanjian tidak bertindak seenaknya, jika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak lain yang terikat dalam sebuah perjanjian tersebut dapat menuntut pihak yang melanggarnya (wanprestasi). Pada ketentuan layanan Nujek poin Jaminan dan tanggung Jawab berisi: 
“Kami tidak memberikan pernyataan, jaminan atau garansi kepada Anda terkait penggunaan Layanan dan Aplikasi. Anda mengakui dan menyetujui bahwa seluruh risiko yang timbul dari penggunaan Aplikasi dan Layanan oleh anda tetap semata-mata dan sepenuhnya ada pada anda dan anda tidak akan memiliki hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan”.
Dari pernyataan diatas, bahwa mitra tidak mendapat jaminan atau tanggung jawab dari pihak Nujek apabila terjadi hal-hal yang tidak di ketahui oleh mitra dikemudian hari, contoh terjadi cancel, secara tiba-tiba yang dilakukan oleh pelanggan pemesan makanan di restoran, yang sudah diverifikasi oleh mitra dan sudah diproses sesuai keinginan pelanggan, maka makanan yang sudah dipesan terpaksa mitra mengganti dan terpaksa dibeli. Contoh lain seperti kasus yang sempat viral di media sosial driver ojek online yang dibunuh oleh customernya di kawasan malang. Sementara itu, dalam KHES Pasal 177 angka (1) berisi bahwa Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah ‘inan, wajib ditanggung secara proporsional. Dalam hal ini seharusnya pihak penyedia aplikasi Nujek ikut bertanggung jawab karena banyak kemungkinan terjadi dikemudian hari.
[bookmark: _oabvbkp17nkj]Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21 huruf (g): “transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka”. Asas transparansi dalam Nujek menyebabkan kekhawatiran yang terjadi dikemudian hari, syarat dan ketentuan layanan yang tidak diulang pada saat pendaftaran mitra sehingga ada kemungkinan membuat ketidaktauan dari calon mitra yang berakibat bisa jadi tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan menjalankan haknya yang bisa saja berimplikasi pada custumer yang tidak dilayani dengan baik.
Selanjutnya, Nujek juga mengeluarkan inovasi berupa layanan pengantaran obat. Inovasi ini dilakukan dengan menjalin kerjasama kepada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dalam bentuk layanan pengantaran obat kepada pasien. Dalam inovasi ini pihak Nujek Pekalongan Raya dengan RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan membuat aturan setiap mitra yang ingin bergabung sebagai driver pengantar obat harus menandatangi Surat Perjanjian Kemitraan Waktu Tertentu. Dalam inovasi setiap Nujek masing-masing Kota berhak mengaturnya sendiri, karena setiap Kota memiliki inovasi yang berbeda-beda. Inovasi yang ada pada Nujek merupakaan tanggung jawab operator masing-massing wilayah. Inovasi diatur dan dibuat dengan menjalin kerjasama dengan pihak instansi lain. Surat pernyataan kemitraan Waktu Tertentu jelas mengatur hak dan kewajiban yang didapat oleh mitra. Pada Surat tersebut berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap mitra yang bergabung. Surat pernyataan kemitraan waktu tertentu ini, juga memiliki implikasi bahwa jika dikemudian hari terdapat wanprestasi atau perselisihan antar kedua belah pihak maka kedua belah pihak dalam langkah pertama harus mengupayakan penyelesaiaan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah mufakat telah ditempuh dan menemui jalan buntu, kedua belah pihak sepakat untuk membawa perselisihan tersebut kepada pengadilan untuk diputuskan seadil-adilnya. (Syakir Ilmi, wawancara, 2022).
	
Simpulan
[bookmark: _pol08wrg48mj]Bentuk kerja sama antara penyedia aplikai Nujek dengan mitra adalah bentuk kemitraan, yang jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, termasuk kategori syirkah. Lebih spesifik, syirkah yang digunakan memiliki karakteristik tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, masing-masing berpartisipasi dalam perusahaan, maka kerja sama yang dilakukan Nujek dengan mitra, termasuk bentuk syirkah ‘inan. Meskipun begitu, dalam penerapannya dengan mitra masih terdapat kelemahan dalam praktik syirkah ‘inan tersebut, diantaranya Nujek tidak mencantumkan surat perjanjian, Nujek juga tidak memberiikan jaminan dan tanggung jawab kepada mitra driver atas resiko-resiko yang terjadi dikemudian hari. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, akad syirkah dalam kerjasama ini dinyatakan fasid (rusak), yang mana syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan. Impilakasi terhadap bentuk kerja sama antara penyedia aplikasi dengan mitra, yaitu Ketiadaan Surat Perjanjian dalam Nujek, berimplikasi pada para pihak yang tidak terjamin kepastian hukumnya.  Jika terdapat surat pernyataan perjanjian atau kontrak para pihak dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kendala dalam pekerjaannya. Dalam suatu kerjasama, jika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak lain yang terikat dapat menuntut pihak yang melanggarnya (wanprestasi). Syarat dan ketentuan layanan yang tidak diulang pada saat pendaftaran mitra sehingga ada kemungkinan membuat ketidaktauan dari calon mitra, yang berakibat bisa jadi tidak mampu melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya yang bisa saja berimplikasi pada custumer yang tidak dilayani dengan baik. Selanjutnya, Nujek juga mengeluarkan inovasi berupa layanan pengantaran obat. Inovasi ini dilakukan dengan menjalin kerjasama kepada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dalam bentuk layanan pengantaran obat kepada pasien. Dalam Surat Pernyataan Kemitraan Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh mitra yang menyatakan mitra siap bergabung menjadi driver pengantar obat, juga memiliki implikasi bahwa jika dikemudian hari terdapat wanprestasi atau perselisihan antar kedua belah pihak maka kedua belah pihak dalam langkah pertama harus mengupayakan penyelesaiaan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah mufakat telah ditempuh dan menemui jalan buntu, kedua belah pihak sepakat untuk membawa perselisihan tersebut kepada pengadilan untuk diputuskan seadil-adilnya.
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